
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR II TA H U N  2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa memenuhi ketentuan pasal 7  Peraturan Daerah Kabupaten Solok

Selatan Nomor 8  Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Ta h u n  Anggaran 2018,  per lu  ditetapkan Peraturan Bupat i  Solok

Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan d a n  Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 2 8  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih d a n  Bebas da r i  Korupsi,  Ko lus i  d a n  Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang N o m o r  1 7  Ta h u n  2 0 0 3  t e n t a n g  Keuangan Nega ra

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat d i

Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1  Ta h u n  2 0 0 4  tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor 5 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor  2 5  Ta h u n  2 0 0 4  ten tang  S is tem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Unda:ng Nomor 3 3  Ta h u n  2004  tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat  d a n  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n  2009  Nomor 130,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana te lah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas  Undang-undang Nomor 2 3  Ta h u n  2014

tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Nomor 5657);

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan d a n  Anggota DPRD d a n  Peraturan Pemerintah
Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 2 4  t a h u n  2 0 0 4  ten tang  Kedudukan Protokoler d a n  Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun  2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 6  Ta h u n  2005  tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n  2005  Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar  Pelayanan Min ima l  (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kiner ja  Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Ta h u n  2010  tentang Standar Akutansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun  2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 3 0  Ta h u n  2011  tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah N o m o r  2  Ta h u n  2 0 1 2  t e n t a n g  H i b a h  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  Nomor 5 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Ta h u n  2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan d a n  Anggota DPRD (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun  2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun  Anggaran
2018;

28 Peraturan M e n t e r i  D a l a m  Neger i  N o m o r  6 2  Ta h u n  2 0 1 7  t e n t a n g
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  se r ta  Pelaksanaan d a n
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

29 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat  Nomor 9  Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat;

30 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat;

31 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;



32 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5  Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Solok Selatan;

33 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8  Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan P E R A T U R A N  BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA H U N  ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Ash Daerah R p  60.000.000.000

b. Dana Perimbangan R p  646.035.950.000

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah R p  76.077.633.000

Jumlah Pendapatan R p 7 8 2 . 1 1 3 . 5 8 3 . 0 0 0

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai R p 3 1 3 . 8 7 1 . 3 5 8 . 1 2 5

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah R p  4 .100 .000 .000

5) Belanja Bantuan Sosial R p

6) Belanja Bagi Hasil 1 . 3 8 4 . 8 0 0 . 0 0 0

7) Belanja Bantuan Keuangan R p  86.460.771.228

8) Belanja Tidak Terduga R p  5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

9) Belanja Keuangan Khusus kepada Naga  Rp 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0
Jumlah R p 4 0 6 . 7 0 6 . 9 2 9 . 3 5 3

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp 9 .074 .318 .240

Rp 158.163.035.135

Rp 238.322.318.638
Jumlah R p 4 0 5 . 5 5 9 . 6 7 2 . 0 1 3

Jumlah Belanja R p 8 1 2 . 2 6 6 . 6 0 1 . 3 6 6

Surplus (Defisit) R p  (30.153.018.366)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan R p  34.653.018.366

b. Pengeluaran R p  4 .500 .000 .000

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 30.153.018.366

0



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 dan
1.a Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, a lamat penerima dan besaran h ibah dan  Bantuan Sosial tercantum dalam
Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut da lam Pasal 2  ,  3  d a n  pasal  4  merupakan bagian yang  t i dak
terpisahkan dan Peraturan Bupati Solok Selatan.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan i n i  di tuangkan lebih lan ju t  dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai ber laku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupat i  in i  dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 2 9  Decem6Er 2 0 1 7

/ )1 B U P A T I  SOLOK SELAT

MUZNI ZA

Di undangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Solok Selatan
Pada Tanggal 2 . 9  OesembEr 2 0 1 7

SE T A R I S  H  KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 0  TAHUN 2017


